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P U T U S A N
Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.LK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah

menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut  dalam  perkara  Cerai  Talak

antara:

Pemohon,  Nik:1307092710880001,  umur 30 tahun,  agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Jualan,  tempat  tinggal di  Kabupaten

Limapuluh Kota, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon,  umur 22  tahun,  agama  Islam,  pendidikan SLTP,  pekerjaan Ibu

rumah tangga,  tempat  tinggal  di  Kabupaten Limapuluh Kota,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  21 Januari

2019 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tanjung  Pati

dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.LK, tanggal 21 Januari 2019,

telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri  yang sah menikah

pada tanggal  23  Februari  2018 di  Mesjid  di  Kabupaten Limapuluh Kota,

sesuai  dengan Kutipan  Akta  Nikah  Nomor: 0035/016/II/2018  yang

dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Lareh Sago Halaban, tanggal 23 Februari

2018;
2. Bahwa  setelah  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  membina  rumah

tangga  di  rumah  saudara  Termohon  di  Kabupaten  Limapuluh  Kota,  dan
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selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai

anak, dan Qabla Dukhul;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan

harmonis,  namun  pada  tanggal  07  Maret  2018  disaat  Pemohon  pergi

bekerja,  Termohon  pergi  meninggalkan  tempat  kediaman bersama tanpa

sepengetahuan  dan  izin  dari  Pemohon  selaku  suami  Termohon,

Pemohonpun telah berusaha mencari  tahu keberadaan Pemohon, namun

tidak berhasil;
4. Bahwa akibat kejadian pada poin 3 (tiga) di atas, sejak tanggal 10 Maret

2018 hingga sekarang kurang lebih 10 bulan 11 hari,  antara Pemohon dan

Termohon  telah  berpisah  tempat  tinggal,  karena  Pemohon  merasa  tidak

tahan lagi  dengan sikap Termohon tersebut,  akhirnya Pemohonpun pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua

Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta sejak

saat  itu tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon

dan Termohon tidak ada kebahagian lahir dan batin dan tidak ada harapan

untuk kembali  membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada upaya

damai;
6. Bahwa sekarang Termohon telah tinggal dan menetap di rumah saudara

Termohon di alamat yang tertera pada identitas Termohon diatas;
7. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam

membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah  berketetapan

hati  untuk bercerai  dari Termohon, maka cukup alasan bagi  permohonan

Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Limapuluh  Kota  c.q.  Majelis

Hakim  kiranya  berkenan  menerima,  memeriksa,  mengadili  permohonan

Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
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SUBSIDER

-  Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 

Bahwa,  pada  hari-hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon

telah datang menghadap sendiri  di  persidangan,  sedangkan Termohon tidak

pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain

sebagai  wakil  atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil

secara resmi dan patut  sebagaimana ternyata dalam berita  acara panggilan

(relaas)  Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.LK,  sedangkan tidak  ternyata  bahwa tidak

datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis  Hakim telah menasihati  Pemohon agar  mengurungkan

niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil

permohonannya; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  dimulai  dengan  membacakan  surat

permohonan  Pemohon.  Maksud  dan  isi  permohonan  tersebut  tetap

dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar

jawabannya  dalam  persidangan  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya  Pemohon

menyerahkan  alat  bukti  surat  berupa  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

0035/016/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 atas nama Pemohon dan Termohon

yang  aslinya  dicatat  dan  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah   Kantor

Urusan Agama Kecamatan  Lareh Sago Halaban, bermaterai cukup, telah di-

nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan alat bukti

saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Petani,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Limapuluh  Kota.  Saksi  tersebut
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mengaku sebagai  Paman Pemohon, dan telah memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah

tangga di rumah orang Termohon di Jorong Kubang Rasau, Nagari Balai

Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

- bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  hanya  rukun

selama 12 hari. Setelah itu Termohon meninggalkan kediaman bersama

saat Pemohon sedang bekerja;

- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan

Pemohon;

- bahwa setelah berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah

tidak ada komunikasi lagi;

2. Saksi  II,  umur  51  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

pedagang,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Limapuluh  Kota. Saksi  tersebut

mengaku sebagai  Paman Pemohon dan telah memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Jorong

Kubang Rasau, Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban,

Kabupaten Limapuluh Kota;

- bahwa  12  (dua  belas)  hari  setelah  pernikahan,  Termohon

meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

- bahwa  sebelum  Termohon  meninggalkan  Pemohon,  tidak  ada

pertengkaran maupun perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

- bahwa  keluarga  Termohon  tidak  mau  peduli  dengan  sikap

Termohon meninggalkan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya  menyatakan  tetap  pada  permohonannya  dan  selanjutnya  mohon

putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal

yang  telah  termuat  dalam berita  acara  sidang  yang  dianggap  sebagai  satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon

dilaksanakan  menurut  syari’at  Islam  (vide  P),  maka  berdasarkan  ketentuan

Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan  jo.  Pasal 49  huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  jo.  Pasal  14  dan Pasal  1  huruf  (b)  Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan

Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon

berdomisili  di  Kecamatan  Lareh  Sago  Halaban,  yang  merupakan  yurisdiksi

Pengadilan Agama Tanjung Pati. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah

memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama;  

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  permohonannya  mendalilkan

bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  telah  melangsungkan  perkawinan  di

hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Lareh

Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor 0035/016/II/2018, tanggal  23 Februari  2018 (vide  P). Oleh karena itu

berdasarkan  Pasal  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,

Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon

dalam  setiap  persidangan  agar  rukun  kembali dengan  Termohon.  Dengan

demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  jo.  Pasal  31  Peraturan  Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan  jo.  Pasal 143 Kompilasi  Hukum Islam (KHI), telah

terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan,  maka  kewajiban  mediasi  sebagaimana  kehendak  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah

agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat

cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah

tangga sebagaimana ditegaskan di  dalam Pasal  39  ayat  2  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan

oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk

perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon

tidak memberikan jawabannya karena Termohon  tidak pernah hadir di muka

sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai  Kuasa/ wakilnya

yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita

acara panggilan (relaas) Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.LK. Ternyata ketidakhadiran

Termohon  tersebut  tidak  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah.  Oleh

karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon

dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg,

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan.  Oleh  karena  itu  Majelis  membebani

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonan

Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi,

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:
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Menimbang,  bahwa  bukti  P  merupakan  akta  autentik  dengan  nilai

kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende

bewijskracht), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg  dan pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 13  Tahun 1985 tentang Bea Meterai  serta  pasal  2  ayat  (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

(KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan

yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena

bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan

Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan  2 (dua) orang saksi,

yang bernama Syaflinun bin Mewar dan Syafrizal bin Damurin yang mengaku

sebagai  Paman Pemohon  sebagaimana  telah  diuraikan  pada  bagian  duduk

perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa  kedua Saksi yang dihadirkan  oleh Pemohon telah

menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta  secara terpisah,  dan tidak

termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian  saksi tersebut

telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan

Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada posita 3 Pemohon mendalilkan tentang rumah

tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun sejak tanggal 7 Maret 2018

karena Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan

tanpa izin dari Pemohon. Kedua saksi Pemohon di persidangan menyampaikan

keterangan yang sama dengan dalil permohonan Pemohon. Keterangan kedua

Saksi  Pemohon  yang  saling  bersesuaian  dan  bersumber  dari  pengetahuan

sendiri telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308
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dan 309 R.Bg. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon pada posita 3 telah

terbukti menurut hukum;

 Menimbang,  bahwa  pada  posita  5  Pemohon  mendalilkan  tentang

Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah selama kurang lebih 10

bulan 11 hari. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada hubungan

lagi. Kedua  Saksi  Pemohon  menerangkan  bahwa  setelah  berpisah,  antara

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi. Dengan demikian

dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum; 

Menimbang, bahwa dari dalil  permohonan Pemohon yang telah terbukti

di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

- Rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  rukun  karena

Termohon  meninggalkan  Pemohon  sejak  tanggal  7  Maret  2018  tanpa

sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pisah rumah antara Pemohon dan

Termohon yang disertai dengan tidak adanya saling peduli antara keduanya,

menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan

pertengkaran. Pendapat  Majelis  Hakim  ini  sejalan  dengan  Yurisprudensi

Mahkamah  Agung  RI  Nomor  379  K/AG/1995  tanggal  22  Maret  1997  yang

abstraksi  hukumnya  menyatakan  bahwa  keluarnya  salah  satu  pihak  dari

kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi berarti antara keduanya terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

Pemohon  dan  Termohon  tidak  bisa  menegakkan  rumah  tangga  yang

sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah

Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo. Pasal 3 dan Pasal 77

ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas

Majelis  Hakim  berpendapat,  permohonan  Pemohon  agar diberi  izin  untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah

ayat 227:

- ممم للي عع عع لمي عه عس نن الل لإ عق عف عل نط ممو ال عز نن عع لإ عو  

“dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak,

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang,  bahwa  Pemohon  belum pernah  menjatuhkan  talak/  baru

menjatuhkan  talak  raj’i  satu  kali,  maka  petitum  permohonan  Pemohon

mengenai izin talak raj’i  tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum

Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  untuk  pelaksanaan  ikrar  talak  dimaksud,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal  70 ayat  (3)  Undang-Undang Peradilan Agama

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

123  Kompilasi  Hukum Islam,  akan  ditetapkan  setelah  putusan  izin  cerai  ini

berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor  50  Tahun  2009,  maka semua biaya  perkara  ini  dibebankan

kepada Pemohon; 

Mengingat  segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI 

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 
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3.  Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i  terhadap Termohon (Termohon)  di  depan sidang Pengadilan  Agama

Tanjung Pati; 

4.  Membebankan  biaya  perkara  kepada Pemohon sejumlah  Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Tanjung  Pati pada  hari  Rabu tanggal  6  Februari  2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal  1 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh  Firdaus, S.Ag.,

sebagai  Ketua Majelis,  Muzakkir,  S.H. dan Dyna  Mardiah  A,  S.H.I. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para

Hakim  Anggota  tersebut,  dan  dibantu oleh  Husna  Hayati,  S.H.,  sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Ttd.

Muzakkir

Ketua Majelis,

ttd

Ttd.

Firdaus

Hakim Anggota,

ttd

Ttd.

Dyna Mardiah. A

Panitera Pengganti,

ttd

Ttd.

Husna Hayati, S.H.

Rincian biaya:
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1. Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00

2. Biaya  ATK
Perkara

: Rp  50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp   5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp   6.000,00

JUMLAH : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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